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RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR  
  TAHUN 2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR  SUMATERA SELATAN,
Menimbang 
: 
a. 
bahwa hak memperoleh pendidikan merupakan hak semua warga, untuk itu semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
b. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam huruf a,   perlu  membentuk  Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Ramah Anak;
Mengingat
:
1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1814) ;

2.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor  3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);
16.   Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun  2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
Dengan Persetujuan Bersama

   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF RAMAH ANAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah   ini  yang dimaksud dengan :
1. 
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. 
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. 
Gubernur adalah Gubernur  Sumatera Selatan.
4.
Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan.

5.
Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

7.   Pendidikan Inklusif Ramah Anak adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama tanpa diskriminasi.
8. 
Satuan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan tertentu  sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa 

9.   Peserta Didik Pendidikan Inklusif adalah semua anak usia sekolah yang berhak memperoleh layanan pendidikan termasuk anak-anak berkelainan (disabilitas), anak-anak yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, anak yang secara ekonomi dan sosial tidak beruntung, anak-anak korban bencana alam, anak jalanan dan anak-anak yang rentan diskriminasi lainnya.
10. 
Pusat Sumber adalah sekolah luar biasa yang diperluas peran dari fungsinya untuk memberikan bantuan profesional kepada sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah luar biasa yang membutuhkan bantuan untuk menghilangkan hambatan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.
11.
Aksesibilitas adalah segala bentuk kemudahan bagi peserta didik berkelainan baik secara fisik maupun non-fisik yang didesain secara universal (bermanfaat bagi semua).
12. Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlambatan, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.  

BAB II 
TUJUAN
Pasal 2

Pendidikan inklusif ramah anak bertujuan :
a. memberikan kesempatan yang luas kepada semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; 
b.
mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
BAB III
SUBJEK DIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Subjek Didik 

Pasal 3
(1) Semua peserta didik termasuk peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa atau setiap peserta didik yang rentan diskriminasi dan pengabaian berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

(2) Peserta didik yang rentan diskriminasi dan/atau pengabaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. 
berkelainan (disabilitas) ;
b. 
memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa ;
c. 
dari  suku terasing  ;
d 
korban bencana ; dan
e. 
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
(3) 
Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mereka yang dengan menggunakan standar pengukuran tertentu dinyatakan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
Bagian Kedua
Satuan Pendidikan
Pasal 4

(1) 
Satuan Pendidikan Inklusif Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non-formal SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C, baik negeri maupun swasta.
(2) 
Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.

BAB IV
MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 5
(1) Penerimaan peserta didik dan/atau peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah.

(2) 
Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3) 
Penerimaan peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi anak untuk mendapat pendidikan dan tanpa diskriminasi.
BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH PROVINSI 
DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 6
 (1)
Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban memberikan penjaminan bahwa semua implementasi pendidikan inklusif dibantu secara operasional dan profesional.
(2) 
Penyelenggaraan pendidikan inklusif dibiayai oleh Pemerintah Provinsi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem dukungan pendidikan inklusif.
(3)
Pemerintah Provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif ramah anak.
Pasal 7
 (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin bahwa seluruh satuan pendidikan  yang   berada di wilayah kabupaten/kota diselenggarakan secara inklusif.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di   wilayah kabupaten/kota.
(3) 
Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin tersedianya sumberdaya pendidikan inklusif di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
BAB VI
PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pembelajaran
Pasal 8
Pembelajaran pada pendidikan inklusif ramah anak mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik.
Bagian Kedua
Penilaian
Pasal 9
(1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif ramah anak mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan.
(2)
Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.
(3) 
Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
(4) Peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.

(5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan.

(6) 
Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif ramah anak atau satuan pendidikan khusus.
BAB VII
KOMPETENSI DAN KEWAJIBAN GURU

Bagian Kesatu 
Kompetensi Guru
Pasal 10
(1) 
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif ramah anak.

(2) 
Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang guru pembimbing khusus.

(3)
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak.
(4)
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi membantu penyediaan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak yang memerlukan sesuai dengan kewenangannya.
(5)
Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi membantu meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak.
(6) 
Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan melalui :

a. 
Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Ramah Anak yang merupakan Sekolah Luar Biasa yang dikembangkan peran dan fungsinya sebagai bagian dan sistem dukungan pendidikan inklusif ramah anak; dan
b.
Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja  Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS), dan sejenisnya.

Bagian Kedua
Pusat Sumber Pendidikan Inklusif
Ramah Anak
Pasal 11
(1) Dalam melakukan penjaminan pelaksanaan pendidikan inklusif dapat berjalan secara efektif dibutuhkan Pusat Sumber Pendidikan inklusif ramah anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
(2)
Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Luar Biasa yang diperluas peran fungsinya dan/atau sekolah dasar inti pada gugus sekolah.
(3)
Pusat Sumber dukungan Pendidikan Inklusif Ramah Anak Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi atau mengajukan diri.
(4) Jenis  dukungan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi ;
b. 
bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik; dan
c.
bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
Bagian Ketiga
Dukungan Pendidikan Inklusif
Pasal 12
(1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak berhak memperoleh bantuan profesional dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif ramah anak.
(3)
Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Ramah Anak, kelompok kerja pendidikan inklusif ramah anak, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dan dalam negeri maupun luar negeri.
(4) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak dapat bekerja sama dan membangun jaringan dengan pusat sumber, satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat.
BAB VIII

                         PENGHARGAAN DAN SANKSI

                        Bagian Kesatu
                         Penghargaan
                           Pasal 13
Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif ramah anak.
Bagian Kedua
Sanksi 
Pasal 14
Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif ramah anak yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Pembinaan dan pengawasan pendidikan inklusif ramah anak dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
BAB X
PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.





Ditetapkan   di Palembang




          
pada tanggal                     2011






 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

                                                       H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal                       2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

          SUMATERA SELATAN,

                YUSRI EFFENDI
    
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

              TAHUN 2011  NOMOR          SERI 

Biro Hkm dan HAM/Perda  Penylenggaraan inklsif  Anak





































































